
BKD Provinsi Jambi Jajaki  Kemungkinan Pembentukan Asesmen
Center di BKD Provinsi DIY

Yogyakarta  -  Sebagai  upaya  menjalankan  manajemen  kepegawian  yang  lebih
modern sebagaimana diamanahkan dalam PP Nomor 11 Tahun 2017, Pemerintah
Provinsi  Jambi  melalui  BKD  melaksanakan  penjajakan  kemungkinan  akan
dibentuknya  UPT  yang  berfungsi  untuk  melakukan  asesmen  di  lingkungan
Pemerintah Provinsi Jambi.

Kegiatan  tersebut  dilaksanakan hari  ini  ,  Kamis  (10/10/2019)  di  ruangan khusus
asesmen di kantor BKD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini Kepala
BKD Provinsi Jambi H. Husairi, S.IP., M.E. beserta rombongan diterima oleh Kepala
BKD  Provinsi  DIY  Bapak  Raden  Agus  Supriyanto,  S.H.,  M.Hum.,  Kabid
Pengembangan  Drs.  Harry  Susan  Pujiraharjo,  M.A.,  M.AP.  dan  Kepala  Balai
Penilaian Kompetensi Pegawai Bapak Drs. Eko Nuryanta.

Kepala  BKD  DIY  memberikan  penjelasan  dan  pencerahan  mengenai  proses
penilaian  kompetensi  pegawai  memiliki  tingkatan  yang  berjenjang  dan  akan
digunakan seseuai dengan kebutuhannya, yakni meliputi:

- Psikotes

- Ranking

- Kuasi

- Asesmen Center

Keempat tingkatan tersebut menggunakan metode simulasi  teknis beberapa atau
keseluruhan sebagai berikut, yakni:

1. In Basket

2. In Tray

3. Problem Analysis

4. Paper and Pencils Test

5. Deep Interview, dan

6. Business Game.



Dari pejelasan yang cukup gamblang tersebut memberikan pemahaman yang cukup
berbeda sebagaimana yang selama ini dipahami, bahwa asesmen center itu adalah
salah satu tingkat tertinggi dari  proses penilaian kompetensi pegawai.

BKD Provinsi DIY sendiri  telah membangun Balai  Penilaian Kompetensi Pegawai
sejak  tahun  2002  dan  berlangsung  hingga  saat  ini  dengan  terus  dilakukan
penyempurnaan.  Investasi  panjang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Provinsi  DIY
berkenaan dengan hal ini. Namun, kini manfaatnya sangat banyak karena disamping
dapat  membantu proses talent  pool  sebagai  bagian dari  merit  system di  internal
Pemerintah  Provinsi  DIY  juga  digunakan  oleh  instansi  lainnya  guna  memenuhi
kebutuhan penilaian kompetensi pegawai, baik instansi pemerintah maupun swasta.


